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IUU FISHING

* Ancaman serius untuk sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan,
terutama menyebabkan “ecological damage”.

» Berdasarkan laporan Food and Agriculture Organization (FAQO), the world lost 11-
26 million tons of fishery resources as a result of IUU fishing.

* Berdampak besar pada sektor perekonimian dan menimbulkan banyak masalah
sosial di beberap negara.

* Beberapa pihak yang terlibat dalam kejahatan perikanan juga terlibat dalam
“transnational organized crime activities”, seperti pencucian uang, penyuapan,

penyelundupan narkotika, penyelundupan orang, human trafficking, perbudakan,
kejahatan pajak, penyelundupan barang, dan lain-lain.




 United Nations Convention on the Law
of the Sea 1982

* Food and Agreeculture Organication
Compliance Agreement 1993.

» United Nations Implementing Agreement
1995.

* Code of Conduct For Responsible
-isheries 1995.

* International Plan of Action to Prevent,
Deter and Elimination lllegal, Unreported
and Unregulated Fishing 2001 (IPO on
IUU Fishing 20071).

IUU Fishing




IUU Fishing
INDONESIAN
REGULATIONS
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https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/28451/UU Nomor 17 Tahun 2008.pdf
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020
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UN Convention Against Transnational Organized

Crime (Article 3. Scope of application, par.2)

a. It Is committed in more than one state;

b. it IS preparation, planning, direction or control
takes place in another state;

c. It Is committed in one state but involves an
organized in criminal activities in more than
one state or;

d. it Is committed in one state but has
substantial effect in another state.

organized criminal group: a structured group of
three or more persons. Existing for period of
time and acting in concert with offences,
established in accordance with these convention
In order to obtain, directly or indirectly a
financial or other material benefit’. (article 2. a)
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» Mengambil langkah tegas untuk tidak berkompromi dengan IUU Fishing.
« Memperkuat infrastruktur pengawasan bidang perikanan.
» Menghargai negara lain dengan tidak mempraktekkan IUU Fishing di wilayah negara mereka.

 Melakukan penegakan hukum secara konsisten (sepanjang 2021, KKP telah menangkap 94 vessels terdiri
dari 70 kapal penangkap ikan Indonesia yang melanggar ketentuan dan 24 kapal penangkap ikan asing yang
mencuri ikan (6 Malaysian-flagged vessels, 2 Philippine-flagged vessels and 16 Vietnamese-flagged
vessels). KKP juga terus menunjukkan komitmennya untuk menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan
perikanan dengan menangkap 62 pelaku penangkapan ikan dengan metode penangkapan ikan yang
merusak seperti bom ikan, setrum atau racun.

* Insentif ekonomi bagi pelaku usaha yang patuh.
« Memperkuat tata Kelola pemerintahan terutama di bidang perikanan.




« Jadikan [UU Fishing sebagai musuh global yang harus diberantas
demi perikanan berkelanjutan.

* Pemberantasan kejahatan transnasional terorganisir tentu tidak
dapat dilakukan oleh satu negara dan perlu dilakukan melalui kerja
sama internasional.

* Transparansi global dan perjanjian perjanjian di setiap pelabuhan
negara (terkait dengan data kapal, terutama di laut lepas)

 Melaksanakan Blue Paper 15 on lllegal, Unreported, and
Unregulated Fishing & Blue Paper 16 on Transnational Organized
Crime in Fisheries.

* Pembentukan norma-norma dasar yang diterima secara
internasional, optimalisasi peran lembaga/organisasi internasional,
dan pembentukan jaringan permanen dalam penanganan kasus
untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar negara dan
dengan lembaga internasional.

« Komitmen dan aksi bersama, menjadikan IUU fishing sebagai

kejahatan lintas negara dan membahasnya di PBB sehingga bisa
menjadi-hard law.




* Desia Rakhma Banjarani, Illegal Fishing dalam Kajian Hukum
Nasional dan Hukum Internasional: Kaitannya dengan Kejahatan
Transnasional , Jurnal Kertha Patrika, Vol. 42, No. 2 Aqustus 2020,
h. 150-162.

* Kartini Sekartadji, 2006, Trans Organized Crime (TOC): Trend
Kejahatan Baru dan Permasalahannya di Indonesia; Makalah dalam
Penataran Singkat Pengembangan Bahan Ajar Hukum
Internasional, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Undip,
6-8 Juni 2006, Semarang.

» Mahendra Putra Kurnia, 2019, Pemerintah Daerah dan Indonesia
Sebagai Poros Maritim Dunia (Hambatan dan Tantangan), ISILL
Book Series Aspek Hukum Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan di Indonesia, him 17-34.

o Siaran Pers Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor-
SP558/8J.5/VI/2021.

« and several websites for images and news that are accessed on
August 17, 2021 at 15.00 WITA.
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